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ABSTRAK 

 

Paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa arbiter dan majelis arbitrase tidak dapat 
dimintakan pertanggung jawaban hukum, namun berdasarkan Undang Undang Arbitrase 
menyatakan bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban 
apapun kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan arbiter tesebut. 
Namun pada prakteknya banyak ahli yang mengenyampingkan kata terakhir yang 
menyatakan “kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.” 
Dalam tulisan ini saya membahas mengenai prosedur beracara di BANI, pertanggung 
jawaban hukum arbiter atau majelis arbitrase, dan pengawasan terhadap arbiter atau majelis 
arbitrase dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode yuiridis normatif dengan pendekatan statute aproach yang didukung 
oleh penelitian empiris guna memperkuat hasil penelitian. Dalam prosedur beracara di BANI 
terdapat beberapa perbedaan yang tidak terlalu mendasar dengan tatacara beracara yang 
terdapat dalam Undang Undang Arbitrase. Pertanggung jawaban hukum yang dapat 
dimintakan kepada arbiter atau majelis arbitrase terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh para 
pihak yakni para pihak harus dapat membuktikan adanya itikad tidak baik yang dilakukan 
oleh arbiter atau majelis arbitrase atas tindakan yang dikeluarkannya sehingga dapat 
merugikan para pihak yang sedang bersengketa. Pengawasan terhadap arbiter atau majelis 
arbitrase tidak dapat dilihat secara eksplisit dari Undang Undang Arbitrase namun dapat 
dilihat ketika saat memintakan kekuatan eksekutorial atas putusan arbitrase ke pengadilan 
negeri dan kepala pengadilan negeri wajib memeriksa apakah putusan tersebut tidak 
bertentangan dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang Undang Arbitrase serta tidak bertentangan 
dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dapat dikatakan arbiter dan majelis arbitrase tidak 
ada pengawasan dalam melakukan tugas dan kewajibannya. 

 


